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<b>ABSTRAK</b><br>

Pertumbuhan pembangunan gedung-gedung bertingkat di kota-kota besar seperti DK Jakarta menimbulkan
berbagai implikasi khususnyadi bidang hukum pertanahan dan lingkungan. Di bidang hukum tanah timbul
persoalan karena pembangunan gedung-gedung bertingkat tidak hanya di permukaan sgja melainkan ke
dalam tubuh bumi yang lazim disebut ruang bawah tanah. Masalah hukum yang timbul adalah banyaknya
Perda yang berdiri sendiri karenatidak adanya peraturan yang menjadi payung sehingga berbenturan dengan
ketentuan peraturan dan aspek hukum lain seperti hukum lingkungan. Penerapan pasal 33 ayat (1) UUD 45,
UUPA terutamapasdl 1, 2, 4, dan 16 serta UUPLH No. 23/ 1997, UU SDA No.7/2004, dan UU Penataan
Ruang No.26/ 2007 pada faktanyatidak terlalu efektif dalam pengembangan ruang bawah tanah terutama
mengenai keuntungan ekonomi (economy benefit) dan kerugian ekonomi (economy lost). Penelitian dalam
tulisan ini bersumber pada masalah konsep pengembangan dan pengelolaan ruang bawah tanah berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang ada dan bagaimana dukungan aspek hukum tanah dan lingkungan
dalam kebijakan pengembangan dan pengelolaan ruang bawah tersebut. Masalah yang yang kedua adalah
bagai mana permasal ahan hukum yang terjadi dan ekologis (tata guna air) akibat pengembangan ruang
bawah tanah sebagai konsep aktivitas di kota-kota besar seperti DKr Jakarta.M etode penelitian yang
dipergunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang yakni menelaah semua undang-
undang dan regulasi yang bersangkut pant dengan isu hukum mengenai lingkungan dan pengembangan
ruang bawah tanah khususnya di DK Jakarta. Di samping itu, penelitian juga bersifat deskriftif analisis
dengan dukungan data primer dan sekunder.Akhir tulisan dari basil penelitian ini disimpulkan bahwa
permasal ahan pengembangan dan pengelolaan ruang bawah tanah di kota-kota besar seperti DK Jakarta
rnerupakan masal ah yang cukup kompleks karena belum ada Undang-Undang yang khusus mengatur ruang
bawah tanah. Akibatnya sering terjadi pelanggaran oleh para pengembang dengan menggunakan izin pihak
regulator Pemerintah Daerah yakni IMB. Pelanggaran IMB berakibat buruk pada tatanan lingkungan
umumnya dan khususnya cekungan air tanah karena sistemnyatelah rusak akibat pengembangan ruang
bawah tanah yang tidak terkendali. Dampak buruk lingkungan akibat pengembangan ruang bawah tanah
khususnya tata guna air cukup besar di kawasan-kawasan gedung bertingkat.
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